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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Bank syariah merupakan lembaga keuangan terpenting dan utama 

dalam industri keuangan syariah. Hal ini karena fungsi dari perbankan 

syariah sendiri adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial 

intermediary institution) yang berlandaskan sistem syariah. Saat ini dalam 

masa perkembangannya sejak 1963, perbankan syariah di berbagai negara 

telah banyak bermunculan dan terus berkembang. Negara-negara yang 

turut memakai sistem ekonomi Islam di dalam pengoperasian usaha 

perbankannya sudah banyak sekali, di antaranya Malaysia, Indonesia, 

Singapura, Arab Saudi, Mesir, Sudan, Pakistan, Inggris, Jerman dan masih 

banyak lagi di negara-negara Eropa maupun Asia. Sampai 2014 aset 

perbankan syariah di pasar global secara keseluruhan telah mencapai US$ 

778 miliar, dengan pangsa pasar perbankan syariah secara global adalah 

Malaysia, Bahrain, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. 

Di Indonesia sendiri, perbankan syariah merupakan 

institusi/lembaga keuangan yang tumbuh dan berkembang sejak 16 tahun 

yang lalu diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. 

Perkembangan bank syariah ini relatif sangat cepat. Hal ini dapat dilihat 

dari beberapa indikator, baik indikator keuangan seperti jumlah aktiva, 

dana pihak ketiga, volume pembiayaan, maupun dilihat dari kelembagaan 

dan jaringan kantor bank. 
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Perkembangan perbankan syari’ah di Indonesia sedemikian 

mengesankan sehingga mendapat predikat “the biggest and the fastest 

growing Islamic banking market in the world”. Namun demikian 

perkembangan perbankan syari’ah tersebut merupakan tantangan dan 

sekaligus amanah bagi seluruh stakeholders perbankan syari’ah untuk 

terus mengembangkan dan merumuskan berbagai sistem ekonomi dan 

perbankan yang sesuai dengan prinsip syari’ah. Upaya untuk 

mengembangkan sistem ekonomi dan perbankan tersebut perlu dilakukan 

secara terintegrasi baik pada tingkatan pembuat kebijakan, praktisi, 

akademisi, alim ulama dan masyarakat.
1
 

Pengaturan tentang perbankan di Indonesia sudah dimulai sejak 

zaman Belanda. Untuk menertibkan praktik lembaga pelepas uang yang 

banyak terjadi pada waktu itu, dikeluarkanlah peraturan, baik dalam 

bentuk undang-undang maupun berupa surat-surat keputusan resmi dari 

pihak pemerintah. Diantara lembaga keuangan yang telah berdiri sejak 

zaman penjajahan tersebut, yaitu De Javashe Bank N.V, tanggal 10 

Oktober 1827 yang kemudian dikeluarkan undang-undang De Javashe 

Bank Wet 1872. Bank inilah yang kemudian menjadi Bank Indonesia, 

setelah melalui proses nasionalisasi pada tahun 1951, dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 yang mulai 

berlaku tanggal 6 Desember 1951. 

                                                 
1
Shidiq Haryono, dkk, Prospek Bank Syari’ah Pasca Fatwa MUI, (Yogyakarta: Suara 

Muhammadiyah, 2005), h. v. 
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Positivasi hukum Islam dibidang perbankan telah dimulai sejak ada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diamandemen oleh Undang-

Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. Lahirnya Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah di Indonesia 

berjalan begitu panjang sampai lahirnya undang-undang tersebut (yang 

sebenarnya  proses transformasi melalui adaptasi dan harmonisasi fiqh 

muamalah ke dalam  peraturan perbankan syariah) terjadi antara tahun 

1992-2008. 

Penyusunan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syari’ah memiliki orientasi dan tujuan untuk mewadahi 

kehendak masyarakat Islam di Indonesia yang telah lama 

memperjuangkan peranan Islam dalam Negara dan masyarakat dalam 

bentuk pelaksanaan syariat Islam. Hal ini dimaksudkan supaya 

masyarakat muslim merasa lebih tentram dan nyaman bertransaksi 

menggunakan jasa perbankan syariah yang kini sudah memiliki undang-

undang tersendiri. 

Pemberlakuan Hukum Islam dibidang muamalat khususnya 

perbankan syariah mempunyai arti tersendiri bagi umat Islam Indonesia. 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

perbankan, ketentuan hukum Islam di bidang muamalat belum dapat 

dikatakan diakui dalam tata hukum nasional. Namun sejak lahirnya 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang diikuti dengan PP Nomor 72 
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tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, dan kemudian 

lahir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan 

amandemen atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang 

Perbankan dan diperkuat dengan beberapa peraturan dari Bank Indonesia, 

maka dapat dikatakan penerapan hukum Islam dibidang muamalat di 

Indonesia secara yuridis formal telah diakui eksistensinya.  

Adanya hubungan yang cukup baik antara umat Islam dengan 

Negara dan juga telah diterimanya asas tunggal Pancasila dalam 

kehidupan berorganisasi dan politik, maka yang semula politik hukum 

Indonesia pada masa awal orde baru kurang responsif bahkan 

memarginalkan hukum Islam, sedikit demi sedikit atau  pelan tetapi pasti 

hukum Islam diberi tempat dalam tata hukum nasional, dimulai dengan 

lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan 

khususnya perbankan syariah juga diberikan landasan hukum yang kuat 

yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 dan kemudian diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan diundangkannya Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang  perbankan syariah. Interaksi 

antara hukum nasional dan hukum Islam telah menjadikan positivisasi 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menarik untuk didalami. Setelah 

sekian lama adanya dominasi hukum barat sebagai sumber-sumber 

hukum nasional, kini kita ditantang untuk melihat hukum Islam sebagai 
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salah satu sumber hukum utama dalam menciptakan salah satu hukum 

yang sangat penting yaitu hukum perbankan dan keuangan syariah.  

Namun dalam proses terbentuknya Undang-undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, banyak sekali terjadi tarik 

menarik antara berbagai kelompok, baik di dalam forum DPR maupun di 

luar lingkup DPR yang tentunya memiliki kepentingan terhadap 

terbentuknya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah ini. Hal ini dapat dipahami bahwa hukum dalam arti undang-

undang merupakan kristalisasi berbagai kepentingan politik yang ada 

didalamnya. Pembahasan mengenai pembentukan Undang-undang 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini dianggap sangat 

menarik karena apabila dilihat kebelakang bahwa perbankan syariah 

sendiri telah berdiri kurang lebih 16 tahun yang lalu, sehingga diduga 

kuat bahwa unsur politik lah yang memiliki peranan penting dalam proses 

pembentukan undang-undang ini. 

Pembentukan hukum dalam arti undang-undang menjadi dasar 

legalitas bagi seluruh elemen negara dalam menyelenggarakan tujuan 

negara. Di negara demokrasi seperti Indonesia ini, undang-undang dibuat 

oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif atas dasar 

aspirasi dan kehendak rakyat. Melalui badan legislatif inilah kehendak 

dan kepentingan rakyat diagregasi untuk kemudian dituangkan dalam 

bentuk undang-undang yang berlaku dan harus dipatuhi oleh seluruh 
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masyarakat. Jadi, sudah seharusnya undang-undang tersebut harus sesuai 

dengan aspirasi dan keinginan rakyat.    

Pembentukan dan penetapan hukum melalui undang-undang ini 

memiliki peran yang strategis dalam memberikan landasan bagi 

berlangsungnya sesuatu aktivitas negara, khususnya di Indonesia yang 

telah memproklamirkan diri sebagai negara hukum. Sebab sebagai negara 

bekas jajahan Belanda, Indonesia menerapkan sistem hukum yang 

berlaku di Belanda, yaitu Roman law system atau civil-law. Sistem roman 

law lebih mendasarkan pada tersusunnya peraturan perundang-undangan 

sehingga sistem ini lebih cenderung pada aliran positivisme. Aliran 

positivisme berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam 

ketentuan undang-undang. Oleh sebab itu wajar jika dikatakan bahwa 

pembangunan hukum nasional Indonesia diarahkan pada pembentukan 

kodifikasi dan unifikasi hukum, meskipun masih tetap mengakui adanya 

hukum tidak tertulis dan hukum yang hidup di masyarakat (living law).
2
 

Konfigurasi politik hukum dalam ilmu politik hukum sangat 

signifikan pengaruhnya terhadap suatu produk hukum yang kemudian 

dilahirkan, diperbaharui, diubah dan/atau ditinggalkan. Peran pemerintah 

terhadap pelaksanaan dan penetapan syariat Islam merupakan hal yang 

sangat krusial, karena tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam hal 

ini badan legislatif maka proses legislasi ini tidak akan pernah berjalan 

dengan baik. 

                                                 
2
A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum 

Umum (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal. 133. 
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Di Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam, tentunya hukum 

yang paling relevan dan baik dengan jiwa bangsa adalah hukum positif 

yang sesuai dengan agama yang dianut. Sebetulnya hukum ini telah lama 

hidup dalam bentuk hukum adat seperti separoan (bagi dua) dan 

sepertelon (bagi tiga) namun belum pernah dilegalkan secara tertulis, 

karena hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa 

hukum adalah kezaliman. Kalau orangnya beragama Islam, maka hukum 

Islamlah yang berlaku baginya. Menurutnya orang Islam yang ada di 

Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam secara keseluruhan.
3
 

Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang 

surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan 

negara. Bahkan di balik semua itu, berakar pada kekuatan sosial budaya 

yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun 

demikian, hukum Islam telah mengalami perkembangan secara 

berkesinambungan, baik melalui jalur infrastruktur politik maupun 

suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya itu. 

Berangkat dari pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Studi Analisis Pembentukan 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam 

Perspektif Politik Hukum Nasional”. 

 

 

                                                 
3
Mohamad Daud Ali, Hukum Islam di Pengadilan Agama (Kumpulan Tulisan), (Jakarta: PT. 

Grafindo Persada, 2002), hal. 225. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, 

maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana sejarah pembentukan undang-undang nomor 21 tahun 

2008 tentang perbankan syariah? 

2. Bagaimana kondisi politik hukum nasional saat pembentukan 

undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah? 

3. Bagaimana analisis pembentukan undang-undang nomor 21 tahun 

2008 tentang perbankan syariah dalam perspektif politik hukum 

nasional? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji sejarah pembentukan undang-

undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji kondisi politik hukum nasional 

saat pembentukan undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syariah. 

3. Untuk mengetahui dan mengkaji pembentukan undang-undang 

nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam perspektif 

politik hukum nasional. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau 

kegunaan. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah 

intelektual dan pengetahuan tentang pembentukan Undang-Undang 

Perbankan Syariah. 

2. Kegunaan Praktis  

a. Bagi Praktisi 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

masukan atau sumbangan pemikiran bagi pemerintah untuk 

menentukan langkah dalam melakukan proses legislasi atau 

pembentukan perundang-undangan. 

b. Bagi Akademik 

Secara akademik, penulis mengharapkan penelitian ini 

dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait 

dengan politik hukum nasional dalam proses pembentukan 

perundang-undangan. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian 

sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut. 

Penelitian ini juga merupakan bahan informasi tentang 
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pembentukan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang 

perbankan syariah dalam perspektif politik hukum nasional. 

E. Penegasan Istilah 

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang 

topik penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur 

istilah yang terdapat dalam judul tesis ini, diantaranya: 

1. Konseptual 

a. Studi analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sesuatu 

secara mendalam.
4
 

b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh 

DPR dengan persetujuan bersama Presiden mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan perbankan syariah. 

c. Perspektif merupakan sudut pandang terhadap suatu hal.
5
 

d. Politik hukum nasional adalah kebijakan penyelenggara Negara 

tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan 

sesuatu didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri.
6
 

2. Operasional 

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa maksud 

dari penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan kajian secara 

mendalam tentang bagaimana proses pembentukan undang-undang 

                                                 
4
http://kbbi.web.id/analisis, diakses pada hari Jum’at, 27 Mei 2016. 

5
http://kbbi.web.id/perspektif, diakses pada hari Jum’at, 27 Mei 2016. 

6
Padmo Wahjono, Menyelidik Proses terbentuknya Perundang-undangan, (Jakarta: Forum 

Keadilan, 1991), hal.65. 

http://kbbi.web.id/analisis
http://kbbi.web.id/perspektif
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nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah apabila dilihat dari 

sudut pandang politik hukum nasional yang ada pada saat itu. 

F. Penelitian Terdahulu 

Untuk mengetahui apakah hal yang akan diteliti tersebut sudah 

pernah diteliti sebelumnya atau belum sama sekali maka penulis telah 

melakukan kajian kepustakaan terlebih dahulu. Pembahasan dan penelitian 

tentang politik hukum nasional memang sudah banyak dilakukan oleh 

beberapa orang, namun yang membahas mengenai pembentukan undang-

undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 dalam perspektif politik 

hukum nasional belum ada. Berikut merupakan penelitian yang relevan 

dengan judul penelitian di atas, diantaranya adalah sebagai berikut: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghofur dengan 

judul Politik Hukum Legislasi Undang-undang Perbankan Syariah di 

Indonesia. Fokus penelitian dalam penelitian ini diantaranya bagaimana 

latar belakang politik dan urgensi legislasi UU No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, bagaimana pergumulan politik legislasi UU No. 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan terakhir apa landasan politik 

hukum legislasi UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris 

(sosiologis) dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan 

politik hukum dan pendekatan historis yang disertai dengan teknik analisis 

deskriptif. Hasil penelitian ini adalah terbentuknya UU No. 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah dilatarbelakangi oleh perubahan paradigma 
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politik di Indonesia, pembaharuan sistem hukum di Indonesia dan 

menguatnya eksistensi hukum Islam dalam perkembangan politik hukum 

di Indonesia.   

Dalam penelitian pertama ini, dapat dikatakan bahwa penelitian 

yang akan dilakukan penulis sama dengan penelitian tersebut. Namun bila 

dicermati lebih dalam bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan 

penelitian tersebut. Di mana salah satu perbedaannya terletak pada teknik 

pengumpulan data, dalam penelitian tersebut pengumpulan datanya 

menggunakan dua cara yaitu dengan teknik wawancara dan dokumentasi. 

Sedangkan dalam penelitian ini hanya akan menggunakan sumber data 

berupa naskah atau buku yang kemudian akan dianalisis oleh penulis. 

Selain itu, meski sama-sama menganalisis pembentukan undang-undang 

perbankan syariah sudah pasti diantara penulis dalam penelitian tersebut 

dengan penulis dalam penelitian ini akan memiliki pemikiran dan pendapat 

sendiri sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan 

dengan penelitian tersebut. 

Kedua, tesis atau penelitian yang dilakukan oleh Muhammad
7
 

dengan judul Undang-undang Perbankan Syariah sebagai Pemberi 

Kepastian Hukum dalam Bisnis Perbankan Syariah. Dalam penelitian ini 

peneliti hanya mendeskripsikan peranan UU Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah terhadap pertumbuhan bisnis perbankan syariah 

dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis 

                                                 
7
Muhammad, Undang-undang Perbankan Syariah sebagai Pemberi Kepastian Hukum dalam 

Bisnis Perbankan Syariah, (Jakarta: Tesis Universitas Indonesia, 2010), hal.vii. 
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deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan perbankan 

syariah tidak bisa dilepaskan dari peran regulasi yang menjadi dasar 

hukum operasionalnya. Hingga Maret 2010, asset perbankan syariah  

mencapai lebih dari Rp 60 triliun, dimana tingkat pertumbuhan asset ini 

sebesar 32,5% dan pangsa pasar perbankan syariah terhadap industri 

perbankan konvensional sebesar 2,78%.  

Penelitian tersebut memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan meskipun memiliki persamaan menggunakan 

undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai 

salah satu variabelnya. Salah satu perbedaan tersebut terletak pada jenis 

penelitian, dimana pada penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian 

library research dengan teknik analisis isi bukan menggunakan jenis 

penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif seperti penelitian 

tersebut. Serta dalam penelitian yang akan dilakukan ini memiliki tujuan 

penelitian untuk mengetahui dan mengkaji sejarah pembentukan undang-

undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam perspektif 

politik hukum nasional pada saat itu. Hal ini jelas berbeda dengan 

penelitian di atas, karena pada penelitian tersebut peneliti memiliki tujuan 

untuk mengetahui peranan undang-undang perbankan syariah dalam bisnis 

perbankan syariah sehingga peneliti akan mengetahui apakah undang-

undang perbankan syariah mempengaruhi bisnis syariah itu sendiri. Hal ini 

merupakan perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini. 
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Ketiga, penelitian sejenis yang dilakukan oleh M. Amir Arifin
8
 

dengan judul Analisis Yuridis terhadap Prinsip-prinsip Syariah dalam 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah untuk 

Menciptakan Pegelolaan Perusahaan yang Baik (Good Corporate 

Governance) yang memiliki satu fokus masalah yaitu menyoroti 

bagaimana prinsip-prinsip syariah dalam Undang-undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan manfaat dalam 

menciptakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporade 

Governance) dan apa hambatan penerapannya dan bagaimana solusinya. 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan metode 

analisis deskriptif. Jenis datanya adalah data sekunder. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara normatif Undang-undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah sudah terdapat prinsip-prinsip syariah 

serta sudah memberikan manfaat dalam menciptakan tata kelola 

Perusahaan yang Baik (Good Corporade Governance), yaitu prinsip 

keadilan, transparasi, tanggung jawab dan prinsip akuntabilitas sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. 

Dari penelitian ketiga ini, persamaan dalam penelitian tersebut 

dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis undang-undang 

perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 dengan teknik dan sudut pandang 

yang berbeda. Apabila dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 

lebih menekankan pada analisis isi undang-undang perbankan syariah 

                                                 
8
Amir Arifin, Analisis Yuridis terhadap Prinsip-prinsip Syariah dalam Undang-undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah untuk Menciptakan Pegelolaan Perusahaan yang Baik 

(Good Corporate Governance), (Surakarta: Tesis Universitas Sebelas Maret, 2009), hal.ii. 
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nomor 21 tahun 2008 dalam perspektif politik hukum nasional, namun 

pada penelitian tersebut melakukan analisis undang-undang perbankan 

syariah dari sudut pandang prinsip-prinsip syariah kemudian menarik 

pengaruh dari analisis prinsip-prinsip syariah dalam undang-undang 

perbankan syariah tersebut terhadap pengelolaan perusahaan. Sehingga 

penelitian yang akan dilakukan penulis ini dapat dikatakan memiliki 

perbedaan dengan penelitian tersebut. 

Keempat, tesis yang dilakukan oleh Wahyudi Sutrisno
9
 dengan 

judul Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Bagi Hasil Menurut Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dari Sudut 

Pandang Hukum Islam. Penelitian ini memiliki dua fokus masalah, yaitu 

(1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan syariah 

dengan Prinsip Bagi Hasil menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, serta (2) Apa kendala-kendala yang dihadapi 

perbankan syariah dalam penerapan pembiayaan syariah dengan prinsip 

bagi hasil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif. Untuk hasil penelitian ini ditemukan bahwa pembiayaan syariah 

dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah 

merupakan salah satu bentuk pembiayaan dalam UU Nomor 21 tentang 

Perbankan Syariah. Dalam sistem keuangan bagi hasil, tidak ada jaminan 

keuntungan dari usaha yang dibiayai sehingga kreditur pun harus 

menanggung kerugian debitur jika ia merugi, sedangkan dalam pinjaman 

                                                 
9
Wahyu Sutrisno, Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Bagi Hasil Menurut Undang-undang 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dari Sudut Pandang Hukum Islam, (Semarang: 

Tesis Universitas Diponegoro, 2008), hal.vii. 
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berbunga seorang debitur harus mengembalikan pokok pinjaman ditambah 

bunga tanpa memedulikan apakah ia untung atau rugi. Meski transaksi 

bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah tidak merujuk 

langsung pada Al-Quran dan Sunnah tetapi sebagai alternatif pembiayaan 

non ribawi bentuk kerjasama ini telah diterima Islam sebagai instrumen 

utama untuk mengembangkan jaringan perdagangan.  

Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penelitian ini sangat 

berbeda. Dimana penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian 

dengan metode library research dengan fokus masalah menganalisis 

pembentukan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan 

syariah dalam sudut pandang politik hukum nasional, bukan menganalisis 

mengenai suatu prinsip dalam perbankan syariah yang didasarkan pada 

undang-undang seperti yang dilakukan peneliti di atas. Selain itu juga 

dalam penelitian ini penulis menggunakan teori atau kajian mengenai 

politik hukum nasional sebagai satu-satunya alat analisis dalam menjawab 

fokus masalah, tidak seperti pada penelitian di atas bahwa hukum Islam 

yang digunakan sebagai alat analisis meski sama-sama menggunakan 

undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai 

salah satu variabelnya. 

Kelima, tesis atau penelitian yang dilakukan oleh Giyarso 

Widodo
10

 dengan judul Politik Hukum dalam Islam: Telaah Kitab al-

Siyasah al-Syar’iyyahfi Islah al-Ra’I wa al-Ra’iyyah. Dalam penelitian ini 

                                                 
10

Muhammad, Undang-undang Perbankan Syariah sebagai Pemberi Kepastian Hukum dalam 

Bisnis Perbankan Syariah, (Jakarta: Tesis Universitas Indonesia, 2010), hal. Vii. 
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peneliti mendeskripsikan pemikiran politik hukum dalam Islam menurut 

Ibn Taymiyyah, elemen-elemen apa saja yang ada dalam pemikiran politik 

hukumnya dan tujuan apa saja yang hendak dicapai dari pemikirannya itu 

dengan pendekatan sejarah dan korelasi. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa pemikiran politik hukum dalam Islam menurut Ibn Taimiyah 

identik dengan penegakan pemerintahan syari’ah.  

Penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Perbedaan tersebut terletak pada pendekatan penelitian, dimana 

penelitian ini menggunakan pendekatan studi analisis isi. Sedangkan 

penelitian tersebut menggunakan pendekatan tokoh dan korelasi. 

Perbedaan lain juga terletak pada variabel yang diteliti. Pada penelitian 

tersebut variabel yang diteliti adalah politik hukum dalam Islam dengan 

pendekatan pemikiran salah satu tokoh, namun dalam penelitian ini 

variabel yang diteliti adalah pembentukan undang-undang nomor 21 tahun 

2008 tentang perbankan syariah dengan pendekatan teori politik hukum 

nasional. Persamaan dalam penelitian tersebut dan penelitian yang akan 

penulis lakukan terletak pada jenis penelitiannya, yaitu sama-sama 

menggunakan metode library research. Dimana penelitian library 

research adalah penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu 

objek studi. 
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Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahab
11

 dengan 

judul Politik Hukum Pembentukan Undang-undang di Indonesia (Studi 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan) 

dengan rumusan masalah bagaimana proses pembentukan undang-undang 

yang di buat oleh DPR RI bersama dengan pemerintah dan mengapa 

undang-undang tidak mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat. Hasil 

penelitian ini yaitu disahkannya RUU BHP menjadi undang-undang 

mengalami penolakan dari berbagai pihak karena di nilai bertentangan 

dengan UUD 1945 dan memberikan implikasi berupa aturan hukum bagi 

perguruan tinggi atau lembaga pendidikan badan hukum miliki Negara. 

Dari tesis keenam ini, persamaan antara penelitian tersebut dengan 

penelitian ini adalah sama-sama menggunakan politik hukum sebagai 

dasar analisis suatu kasus atau permasalahan. Hanya saja pada penelitian 

ini yang akan di analisis adalah undang-undang perbankan syariah, bukan 

undang-undang tentang badan hukum pendidikan. Selain itu, dalam 

penelitian ini akan lebih difokuskan pada sejarah proses pembentukan 

undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan apabila dinilai 

dari sudut pandang politik hukum nasional saat itu. Serta dalam penelitian 

ini tidak melakukan analisis kritik maupun komparasi seperti dalam 

penelitian tersebut di atas. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini 

memiliki perbedaan dengan penelitian tersebut.  

                                                 
11

Abdul Whab, Politik Hukum Pembentukan Undang-undang di Indonesia (Studi Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan), (Jakarta: Tesis Universitas Indonesia, 

2012), hal.ix. 
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Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah diuraikan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis berbeda 

dengan semua penelitian yang sudah ada meskipun ada beberapa 

persamaan. Hal ini membuktikan bahwa judul dan rumusan masalah dalam 

penelitian ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang 

dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta 

mengembangkan ilmu pengetahuan.
12

 Dalam hal ini, dapat dipahami 

bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu 

serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan 

menggunakan metode atau teori ilmiah. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian 

kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan adalah 

salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada 

pustaka sebagai suatu objek studi. Pustaka hakikatnya merupakan 

hasil olah budi karya manusia dalam bentuk karya tertulis 

(Literacy) guna menuangkan gagasan/ide dan pandangan hidupnya 

dari seseorang atau sekelompok orang. Penelitian kepustakaan 

bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, tetapi lebih 

                                                 
12

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3. 
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ditekankan kepada esensi dari yang terkandung pada buku tersebut 

mengingat berbagai pandangan seseorang maupun sekelompok 

orang. selalu ada variasinya.
13

 

Dengan demikian penelitian kepustakaan dilakukan untuk 

meneliti suatu masalah yang menjadi topik karya penelitian 

ataupun yang menjadi konsepsi tersebut. Dengan memperhatikan 

pengertian tersebut, studi kepustakaan harus menggunakan 

sistematika dan proses penelitian yang jelas serta menggunakan 

alat-alat analisis yang jelas pula. 

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam melakukan 

penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu dengan mengkaji 

hukum tertulis dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, 

perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum 

dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat 

suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa 

hukum.  Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum 

normatif mempunyai cakupan yang luas. 

2. Sumber Data 

Sesuai dengan konteks penelitian dan fokus masalah yang 

diangkat penulis, maka dalam hal sumber penelitian, akan dibagi 

menjadi dua yaitu: sumber data yang bersifat primer dan sumber 

data yang bersifat sekunder.  

                                                 
13

Mestika Zed, Metodologi Kepustakaan. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal.2. 
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Sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan 

informasi data kepada pengumpul data.
14

 Dalam penelitian ini yang 

termasuk dalam sumber primer adalah sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 

2008. 

b. Rancangan Undang-undang tentang Perbankan Syariah 

c. Buku karya Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari dengan 

judul “Dasar-dasar Politik Hukum”
15

 

d. Buku karya Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., SH., SU dengan 

judul “Politik Hukum di Indonesia”
16

 

e. Buku karya Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag dengan judul 

“Politik Hukum Legislasi UU Perbankan Syariah di 

Indonesia”
17

 

Sumber sekunder adalah data yang secara tidak langsung 

memberikan informasi data kepada pengumpul data. Dalam 

penelitian ini yang termasuk dalam data sekunder adalah sumber 

rujukan lain seperti: 

a. Buku karya Dr. H. Ahmad Mualidi, SH., MH. dengan judul 

“Politik Hukum”
18

 

                                                 
14

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 225. 
15

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 1999). 
16

Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). 
17

Abdul Ghofur, Politik Hukum Legislasi UU Perbankan Syariah di Indonesia, (Semarang: Rasail 

Media Group, 2014). 
18

Ahmad Mualidi, Politik Hukum, (Padang: Akademika, 2013). 
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b. Buku karya Bagir Manan dengan judul “Dasar-dasar 

Perundang-undangan di Indonesia”
19

 

c. Buku karya Mulyana W. Kusumah dengan judul 

“Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum”
20

 

d. Buku karya Pro. Dr. H. Deddy Ismatullah, M.Hum dengan 

judul “Politik Hukum Islam”
21

 

e. Jurnal Studi al-Qur’an dan Hukum Vol. I No. 01 

Universitas Walisongo Semarang karya Akmal Bashori 

dengan judul “Politik Hukum di balik Suksesnya UU No. 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”
22

 

f. Jurnal Ahkam Vol. XII No. 1 Universitas Syarif 

Hidayatullah karya Djawahir Hejazziey dengan judul 

“Konfigurasi Politik Hukum Perbankan Syariah di 

Indoenesia”
23

 

g. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Februari 2011 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang karya M. Ali 

Mansyur dengan judul “Aspek Hukum Perbankan Syariah 

dan Implementasinya di Indonesia”
24

 

                                                 
19

Bangir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia, (Jakarta: Ind-Hill.co, 1992). 
20

Mulyana W. Kusumah, Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum, (Jakarta: Rajawali Perss, 

1986). 
21

Deddy Ismatullah, Politik Hukum Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). 
22

Akmal Bashori, Politik Hukum Dibalik Suksesnya UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang 

Perbankan Syariah, Jurnal Studi al-Qur’an dan Hukum, Vol. I, No. 01, (Semarang: UIN 

Walisongo Semarang, 2015). 
23

Djawahir Hejazziey, Konfigurasi Politik Hukum Perbankan Syariah di Indoenesia, Jurnal 

Ahkam Vol. XII No. 1, (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2012). 
24

M. Ali Mansyur, Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia, Jurnal 

Dinamika Hukum Vol.11 Edisi Februari 2011, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung). 
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h. Jurnal al-Ahkam Vol. 23 edisi April 2013 karya Abdul 

Ghofur dengan judul “Pergulatan Hukum dan Politik 

dalam Legislasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah”
25

 

i. Jurnal Ahkam Vol. XII No. 1 Edisi Januari 2012 karya 

Djawahir Hejazziey dengan judul “Konfigurasi Politik 

Hukum Perbankan Syariah di Indonesia”
26

 

j. Kamus Hukum. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting 

dalam proses penelitian, sebab untuk memperoleh hasil penelitian 

yang baik sangat ditentukan oleh kualitas data yang diperoleh 

dalam suatu penelitian.
27

 Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan 

data yang akan peneliti lakukan yaitu kepustakaan (dokumentasi) 

karena persoalan penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat 

penelitian pustaka.  

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan 

dengan mengidentifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau 

artikel, majalah, jurnal, koran, web (internet), atau pun informasi 

lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari 

                                                 
25

Abdul Ghofur, Pergulatan Hukum dan Politik dalam Legislasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah, Jurnal al-Ahkam Vol.23 edisi April 2013, (Semarang: IAIN 

Walisongo). 
26

Djawahir Hejazzei , Konfigurasi Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Ahkam 

Vol.XII No. 1 Edisi Januari 2012, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah). 
27

Zainan Mustafa, Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92. 
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hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, dan 

sebagainya yang mempunyai keterkaitan dengan kajian tentang 

pembentukan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

dalam perspektif politik hukum nasional.  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto, 

metode dokumentasi adalah mencari suatu data mengenai suatu hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti-prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.
28

 

4. Analisis Data 

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran 

data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, 

pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar 

sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. 

Kegiatan analisis tidak terpisah dari rangkaian kegiatan secara 

keseluruhan. Jadi tujuan dari analisis data ini adalah untuk 

menyederhanakan sehingga mudah ditafsirkan.
29

 

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode 

analisis isi (content analysis) dan analisis kritis. Menurut Hosti 

sebagaimana dikutip oleh Soejono Abdurrahman bahwa analis isi 

adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan 

melalui usaha untuk menemukan karateristik pesan dan dilakukan 

                                                 
28

Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian: suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), hal. 83. 
29

Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 

hal.191. 
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secara objektif dan sistematis.
30

 Jadi analisis isi adalah suatu teknik 

penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru 

(repicable) dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. 

Sebagai suatu teknik analisis data penelitian, analisis isi mencakup 

prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan dalam data ilmiah 

dengan tujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru 

dan menyajikan fakta.
31

  

Sedangkan analisis kritis adalah sebuah pandangan yang 

menyatakan peneliti bukanlah subyek yang bebas nilai ketika 

memandang penelitian. Analisis yang sifatnya kritis umumnya 

beranjak dari pandangan atau nilai-nilai tertentu yang diyakini oleh 

peneliti. Oleh karena itu, keberpihakan peneliti dan posisi peneliti 

atas suatu masalah sangat menentukan bagaimana teks/data 

ditafsirkan.
32

 Paradigma kritis lebih kepada penafsiran karena 

dengan penafsiran kita dapat masuk menyelami dalam teks dan 

menyikapi makna yang ada di baliknya.
33

 

Dalam proses tersebut hal pertama yang harus dilakukan 

adalah mengklasifikasi data dan kemudian melakukan penarikan 

kesimpulan terhadap sumber-sumber data yang diperoleh yang 

berkaitan dengan pembentukan undang-undang nomor 21 tahun 

                                                 
30

Soejono Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1999), hal.14-15. 
31

Klaus Krispendoff, Analisis Isi Pengantar Dan Teori Metodologi, (Jakarta: Rajawali Press, 

1993), hal.15. 
32

Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta: LkiS, 2005), hal. 59. 
33

Ibid., hal. 61. 
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2008 tentang perbankan syariah dalam perspektif politik hukum 

nasional. Sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan 

tujuan penelitian yang telah dirumuskan. 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian 

yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. 

Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, 

halaman pengesahan dosen pembimbing, moto, persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, 

transliterasi, dan abstrak. 

Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu: 

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan 

istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II Memaparkan tentang sejarah pembentukan undang-undang 

No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang 

meliputi sistem perundang-undangan, perbankan syariah, 

dan pembentukan undang-undang nomor 21 tahun 2008 

tentang perbankan syariah. 

BAB III Memaparkan tentang kondisi politik hukum nasional saat 

pembentukan undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syariah yang terdiri dari hakikat politik hukum 
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nasional, dinamika politik hukum di Indonesia dalam 

pembentukan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, latar belakang politik pembentukan UU No. 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pergulatan politik 

pembentukan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah dan pengaruh konfigurasi politik terhadap 

pembentukan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah. 

BAB IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

Analisis mengenai pembentukan undang-undang No. 21 

Tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam perspektif 

politik hukum nasional yang meliputi dasar politik hukum 

dalam pembentukan UU No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, tujuan negara sebagai landasan filosofis 

politik hukum dalam pembentukan UU No. 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah dan perubahan kondisi 

masyarakat sebagai landasan sosiologis politik hukum 

dalam pembentukan UU No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah. 

Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil 

pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan. 

Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-

lampiran dan riwayat hidup peneliti. 


